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 This study aims to analyze the legal and constitutional 

implications of the revision of Law No. 34 of 2004 on the 

Indonesian National Armed Forces, particularly regarding 

provisions that expand the authority of active-duty TNI personnel 

to hold civilian positions in various ministries and state 

institutions. This study focuses on how this policy relates to the 

principles of checks and balances and civilian supremacy within 

Indonesia’s system of government. The issues examined include 

the compatibility of these regulations with the provisions of the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as their 

impact on the balance of power among state institutions and the 

potential for the military to deviate from its institutional functions. 

The research method employed is normative legal research using 

a statutory approach and a conceptual approach. Data was 

collected through a literature review by examining various laws 

and regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature, 

which were then qualitatively analyzed to address the research 

questions posed. The results of the study indicate that, 

constitutionally, the position of the TNI is regulated in Article 30 

of the 1945 Constitution as an instrument of the state that functions 

to defend sovereignty, territorial integrity, and the safety of the 

nation, which places the military under civilian control. Although 

the revision of the TNI Law aims to improve the effectiveness of 

coordination and governance, expanding opportunities for active-

duty military personnel to hold strategic positions in the civilian 

sector has the potential to create a conflict with the fundamental 

principle of the rule of law. There are concerns that this provision 

could weaken the principle of civilian supremacy and disrupt the 

mechanism of checks and balances. Therefore, clear boundaries 

and strict oversight are necessary to ensure that the military’s role 

remains within the scope of defense and security duties, so as not 

to undermine the principles of democracy and the neutrality of the 

civilian bureaucracy—which form the foundation of Indonesia’s 

constitutional system. 

  Abstrak 

Kata Kunci: Revisi UU TNI, 

checks and balances, 

supremasi sipil, dwifungsi 

ABRI, ketatanegaraan, UUD 

1945. 

 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan 

ketatanegaraan akibat revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terhadap 

ketentuan yang memperluas wewenang bagi prajurit TNI aktif 

untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan 

lembaga negara. Fokus kajian ini menyoroti bagaimana kebijakan 

tersebut berhubungan dengan prinsip checks and balances serta 
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. . 

  prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia. 

Masalah yang dikaji meliputi kesesuaian pengaturan tersebut 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta dampaknya terhadap keseimbangan 

kekuasaan antar lembaga negara dan potensi terjadinya 

penyimpangan fungsi institusi militer. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan 

menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin 

hukum, serta literatur ilmiah yang relevan, yang kemudian 

dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang 

diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

konstitusional, kedudukan TNI diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 

sebagai alat negara yang berfungsi mempertahankan kedaulatan, 

keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, yang menempatkan 

militer berada di bawah kendali pemerintah sipil. Meskipun revisi 

UU TNI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan 

penyelenggaraan pemerintahan, namun perluasan kesempatan 

bagi personel militer aktif untuk menduduki jabatan strategis di 

lingkungan sipil berpotensi menimbulkan disharmoni dengan 

prinsip dasar negara hukum. Pengaturan ini dikhawatirkan dapat 

melemahkan prinsip supremasi sipil (civilian supremacy), 

mengganggu mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi 

(checks and balances). Oleh karena itu, diperlukan batasan yang 

tegas dan pengawasan yang ketat agar peran militer tetap berada 

pada koridor tugas pertahanan dan keamanan, sehingga tidak 

menggeser prinsip demokrasi dan netralitas birokrasi sipil yang 

menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia. 

  
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 International License. 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia menganut sistem ketatanegaraan yang dida. sarkan. pada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi tersebut 

menegaskan bahwa kedau. latan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut UUD 1945. 

Sa.lah satu prinsip utama yang dijunjung ada. lah sistem demokrasi konstitusional, yang 

menempatkan seluruh lembaga negara. berada da. lam meka. nisme saling mengawasi (checks 

and balances) guna mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga tertentu.1 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama.sebuah angkatan. perang. dari.. negara 

Indonesia.. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keaman.an Rakyat (TKR.) kemudian berganti 

nama menjadi Tentara Republik Indonesia. (TRI) dan kemudian..diubah lagi namanya menjadi 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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. . . . 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari 

tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 

TNI dipimpin. oleh seorang Panglima TNI., sedang.kan masing-masing angkatan dipimpin oleh 

seorang Kepala Staf Angkatan.  

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian. dari masyarakat umum yang 

di.persiapkan secara khusus. untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta. 

memelihara perta.hanan dan keamanan Nasiona Pada era.Yang lalu TNI melaksanakan tugas buka. 

n hanya di bida. ng pertahanan tetapi juga di bidang sos. ial polit. ik, maka setelah kita memasuki 

era reformasi, TNI segera menempatkan posisin. ya yan.g tepa.t sesuai denga. n tatana.n Negara 

demokrasi. Peran.sosial politik telah kita.tinggalkan dan kita hanya berkonsentrasi di bidang 

pert.ahanan. dan keama. nan negara, ked.epannya bisa jadi me. mbantu memelih.ara kea. manan 

dan ketertiban masya.rakat dalam rangka membangun tugas Polri. 3 Tugas pokok TNI adalah 

menegakkan kedaulatan negara, m.empertahankan keutuha. n wilayah Negara Kesatua.n R.epublik 

Indonesia yang berdasarkan pada Pa. ncasila d.an Undang.-Undang Dasar Ne.gara Republ. ik 

Indonesia Tahun 1945, serta. meli. ndungi segenap bangsa dan seluruh. tumpah d.arah Indonesia 

dari ancaman dan gangguan terh.adap keutuhan bangsa dan negara. 

Tugas pokok TNI saat ini dapat. berupa operasi mi. liter untuk perang atau operasi militer 

selain perang, yaitu untuk: 

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata; 

2. Meng.atasi pemberontakan bersenjata; 

3. Mengatasi aksi terorisme; 

4. Meng.amankan wilayah perbatasan; 

5. Men.gamank.an objek vital. nasional yang be.rsifat stra.tegis; 

6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia ses.uai den.gan kebijak.an polit. ik luar negeri. ; 

7. Meng.amankan Presiden dan Waki. l Presid.en beserta keluarganya; 

8. Memberdayakan wilayah pertahanan da. n kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan 

sistem pertahanan semesta; 

Adapun fungsi Ten.tara Nasional Indonesia (TNI) yang. terdapat pada Pasal 6 Undang 

Undang Republi.k Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yaitu: 

a. TNI sebagai alat pertahanan negara.berfungsi sebagai: 

1. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan 

dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 
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2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan 

3. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. 

b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen 

utama 

Dalam kerangka itu, keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur sebagai alat 

pertahanan negara yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman militer maupun non-militer 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945.4 Adapun pengelolaan urusan 

pemerintahan di luar bidang pertahanan merupakan kewenangan sipil. Sejak Reformasi 1998, 

pemisahan TNI dari ranah politik dan birokrasi sipil dimaksudkan untuk menghapus doktrin dwi 

fungsi ABRI yang telah lama mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.5 

Ada empat pasal yang berubah dalam UU TNI terbaru. Beberapa pasal ini disahkan meski 

sebelumnya dinilai kontroversial oleh berbagai pihak. Dilansir dari Antara, Kamis, berikut daftar 

pasal yang berubah: 

1) Pasal 3 Merujuk pada UU TNI lama, kedudukan TNI berada di bawah Presiden dalam 

pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Sementara, dalam kebijakan dan strategi 

pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. 

Namun, pemerintah menyetujui bahwa kini kedudukan TNI dalam strategi pertahanan dan 

dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada di bawah 

koordinasi Kementerian Pertahanan.6 

2) Pasal 7, Pasal 7 UU TNI mengatur tentang tugas pokok TNI yang terdiri dari operasi militer 

untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam UU sebelumnya, TNI 

memiliki 14 tugas OMSP, tetapi bertambah menjadi 16 tugas sesuai revisi terbaru. 

3) Pasal 47 Revisi UU TNI yang disahkan resmi menetapkan 14 kementerian/lembaga yang 

boleh diisi oleh prajurit TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Padahal, dalam 

UU sebelumnya TNI aktif hanya boleh menjabat di 10 kementerian/lembaga saja. 

4) Pasal 53 Isi RUU TNI berikutnya adalah penambahan batas usia pensiun yang diatur dalam 

Pasal 53. Menurut UU TNI lama, usia pensiun perwira dibatasi paling lama 58 tahun, 

sedangkan bintara dan tamtama adalah 53 tahun. Namun, dalam aturan terkini, batas usia 

pensiun bersifat variatif, tergantung pangkat dan jabatan anggota TNI 

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

menimbulkan kontroversi baru. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah diperluasnya 
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peluang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar kementerian pertahanan.7 Hal 

ini menimbulkan perdebatan, apakah pengaturan demikian sesuai dengan amanat UUD 1945 yang 

secara eksplisit menempatkan TNI hanya sebagai alat pertahanan negara. Kekhawatiran yang 

muncul adalah kemungkinan tergerusnya prinsip supremasi sipil (civil supremacy), di mana 

kekuasaan sipil seharusnya menjadi pengendali utama terhadap kekuatan militer.8 Apabila TNI 

diberikan ruang yang luas dalam jabatan sipil, maka akan timbul potensi dominasi militer dalam 

ranah sipil yang dapat menggeser keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam 

penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, 

yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusankeputusan 

pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Jenis penelitian ini 

adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan per 

undang-undangan dan kepusatakaan. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan 

pengetahuanpengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan 

gambaran yang jelas dan sistematis mengenai peran mahkamah konstitusi dalam menangani 

kasus pelanggaran konstitusi terhadap hak asasi manusia, dengan menggunakan teoriteori dan 

bahanbahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

HASIL DAN PEBAHASAN 

Kesesuaian Perluasan Wewenang TNI Untuk Menduduki Jabatan Sipil 

1. Kesesuaian Perluasan Wewenang TNI Menduduki Jabatan Sipil dengan UUD 1945 

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan 

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, 

melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Ketentuan tersebut menegaskan 

bahwa fungsi utama TNI berada dalam bidang pertahanan negara, bukan dalam ranah pemerintahan 

sipil. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memberikan ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki 
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jabatan sipil harus dianalisis secara konstitusional agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang 

telah ditetapkan dalam UUD 1945. Prinsip fundamental yang mengatur hubungan antara TNI 

dengan otoritas sipil adalah supremasi sipil (civilian supremacy). Prinsip ini menegaskan bahwa 

institusi militer harus tunduk sepenuhnya kepada kepemimpinan dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis. 

Namun dalam perkembangan terakhir, muncul wacana revisi Undang-Undang TNI yang 

memberikan peluang lebih luas bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di sejumlah 

kementerian atau lembaga negara. Kebijakan ini menimbulkan berbagai perdebatan karena dinilai 

berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara peran konstitusional TNI sebagaimana diatur 

dalam UUD 1945 dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Apabila prajurit TNI aktif dapat 

menduduki jabatan sipil secara luas, maka terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran fungsi TNI 

dari institusi pertahanan menjadi institusi yang juga berperan dalam pengelolaan pemerintahan 

sipil.44 

Salah satu isu penting yang muncul dalam konteks tersebut adalah potensi melemahnya 

prinsip supremasi sipil. Dalam negara demokrasi, supremasi sipil merupakan prinsip yang 

menempatkan kekuasaan sipil sebagai pengendali utama terhadap institusi militer. Prinsip ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa militer tidak memiliki kekuasaan politik yang dapat 

mempengaruhi proses pemerintahan. Apabila prajurit militer aktif diberikan kesempatan luas untuk 

menduduki jabatan sipil tanpa adanya batasan yang jelas, maka terdapat risiko melemahnya 

kontrol sipil terhadap institusi militer. Kondisi tersebut dapat mengganggu keseimbangan 

kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis.45 

Perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI juga berpotensi mempengaruhi prinsip checks and 

balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip checks and balances merupakan 

mekanisme pengawasan antar lembaga negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

pemusatan kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Dalam sistem demokrasi konstitusional, setiap 

lembaga negara memiliki kewenangan yang saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. 

Apabila militer memiliki peran yang terlalu besar dalam jabatan sipil, maka terdapat kemungkinan 

terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat melemahkan mekanisme pengawasan antar 

lembaga negara.46 

2. Pengaturan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI dalam Undang-Undang Tentara Nasional 

Indonesia 

Pengaturan mengenai jabatan sipil bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
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merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalitas militer serta memastikan adanya 

pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan fungsi pemerintahan sipil dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara demokrasi yang berdasarkan pada prinsip negara hukum, 

militer ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas utama untuk 

menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu 

keamanan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus diatur secara jelas 

agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun dominasi militer dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai jabatan sipil bagi prajurit TNI terdapat 

dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut disebutkan 

bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil tertentu yang berkaitan langsung 

dengan bidang pertahanan dan keamanan negara. Selain jabatan yang telah ditentukan tersebut, 

prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun 

dari dinas militer aktif. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan 

antara tugas militer dengan tugas pemerintahan sipil serta menjaga netralitas institusi militer dalam 

kehidupan politik dan pemerintahan.52 

Pengaturan mengenai jabatan sipil bagi prajurit TNI juga berkaitan erat dengan upaya 

menjaga keseimbangan antara institusi militer dan institusi sipil dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Dalam negara demokrasi modern, militer tidak boleh memiliki peran dominan dalam 

kehidupan politik maupun pemerintahan. Hal ini karena dominasi militer dalam pemerintahan dapat 

berpotensi mengganggu proses demokrasi serta melemahkan prinsip kontrol sipil terhadap militer. 

Pembatasan jabatan sipil bagi prajurit TNI merupakan salah satu mekanisme penting untuk 

menjaga keseimbangan kekuasaan antara institusi militer dan institusi sipil dalam negara 

demokrasi.54 

3. Implikasi Hukum Penempatan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil terhadap Prinsip 

Negara Hukum dan Supremasi Sipil 

Penempatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif dalam jabatan sipil merupakan 

isu yang memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam 

negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional dan negara hukum, hubungan antara militer 

dan pemerintahan sipil harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan 

kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan prajurit militer dalam jabatan sipil harus dipertimbangkan 

secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar negara hukum, supremasi sipil, serta 
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profesionalitas militer.  

Apabila prajurit TNI aktif diberikan kesempatan yang luas untuk menduduki berbagai 

jabatan sipil tanpa pembatasan yang jelas, maka hal tersebut dapat berpotensi melemahkan prinsip 

supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini dapat menimbulkan 

kekhawatiran akan munculnya kembali dominasi militer dalam kehidupan politik dan pemerintahan 

sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Pada masa 

tersebut, militer tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga terlibat 

secara aktif dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan politik nasional. 

Perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI tetap harus dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi. Apabila perluasan tersebut tidak diatur secara 

jelas dan tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai, maka terdapat risiko 

terjadinya penyimpangan kekuasaan serta potensi terjadinya dominasi militer dalam struktur 

pemerintahan sipil. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan semangat reformasi yang 

menempatkan militer sebagai institusi profesional yang fokus pada tugas pertahanan negara. 

Analisis Hukum Terhadap Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI 

1. Prinsip Supremasi Sipil dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Prinsip supremasi sipil mulai diperkuat sejak era reformasi tahun 1998. Reformasi tersebut 

membawa perubahan besar dalam hubungan antara militer dan pemerintahan sipil, terutama dengan 

dihapuskannya doktrin Dwifungsi ABRI yang sebelumnya memberikan ruang yang luas bagi militer 

untuk terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, militer tidak 

hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga menduduki berbagai jabatan 

strategis dalam pemerintahan sipil. Kondisi ini kemudian dinilai tidak sejalan dengan prinsip 

demokrasi dan negara hukum. 

Supremasi sipil juga berkaitan dengan prinsip kontrol demokratis terhadap militer. Artinya, 

kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer harus berada di bawah pengawasan 

lembaga-lembaga sipil seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa kekuatan militer digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan 

kepentingan nasional.68 Setiap kebijakan yang berkaitan dengan penempatan prajurit TNI aktif 

dalam jabatan sipil harus mempertimbangkan secara cermat prinsip supremasi sipil serta nilai-nilai 

demokrasi yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan yang jelas dan tegas 

sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu keseimbangan antara 
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kekuasaan sipil dan militer dalam negara demokrasi.69 Prinsip supremasi sipil harus tetap menjadi 

landasan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara militer dan 

pemerintahan sipil di Indonesia. Melalui pengaturan yang tepat dan pengawasan yang efektif, 

diharapkan institusi militer dapat tetap menjalankan tugasnya secara profesional tanpa mengurangi 

peran strategis pemerintahan sipil dalam penyelenggaraan negara. 

2. Analisis Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia 

Pasal 47 Undang-Undang TNI pada dasarnya mengatur bahwa prajurit TNI aktif tidak 

diperkenankan untuk menduduki jabatan sipil kecuali pada beberapa jabatan tertentu yang secara 

langsung berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan negara. Selain jabatan-jabatan 

tersebut, prajurit TNI yang ingin menduduki jabatan sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri 

atau pensiun dari dinas militer aktif. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik 

kepentingan antara tugas militer dan tugas pemerintahan sipil serta menjaga netralitas institusi 

militer dalam kehidupan politik dan birokrasi negara.72 

Aspek paling krusial dalam UU TNI 2004 yang mencerminkan semangat de- militerisasi 

kehidupan sipil terdapat pada Pasal 47 ayat (1) pasal ini secara tegas melarang prajurit TNI untuk: 

a. Menjadi anggota partai politik; 

b. Menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kegiatan politik praktis; dan 

c. Menduduki jabatan politik dan jabatan sipil di pemerintahan 

Secara konseptual, pembatasan tersebut merupakan implementasi dari prinsip 

profesionalitas militer dalam negara demokrasi modern. Profesionalitas militer menghendaki agar 

prajurit militer memiliki fokus utama pada tugas pokoknya dalam menjaga pertahanan negara, tanpa 

terlibat dalam aktivitas politik maupun birokrasi pemerintahan yang berada di luar lingkup tugas 

pertahanan. Dengan demikian, militer tidak menjadi aktor politik yang memiliki pengaruh langsung 

dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil.74 

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang TNI juga mencerminkan penerapan prinsip supremasi 

sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa militer harus berada di 

bawah kendali pemerintahan sipil dan tidak boleh mendominasi struktur pemerintahan negara. Oleh 

karena itu, pembatasan jabatan sipil bagi prajurit TNI merupakan salah satu mekanisme hukum 

untuk memastikan bahwa kekuasaan sipil tetap menjadi otoritas utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 

Larangan menduduki jabatan sipil bagi TNI dalam Pasal 47 UU TNI 2004 tidak lahir dari 
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ruang hampa. Pasal ini merupakan buah dari perjuangan reformasi untuk memutus mata rantai 

Dwifungsi ABRI yang telah mendominasi kehidupan politik dan birokrasi selama Orde Baru. 

Dalam naskah akademik UU TNI 2004 disebutkan secara eksplisit bahwa larangan ini dimaksudkan 

untuk mencegah konflik kepentingan, memulihkan netralitas birokrasi, dan memastikan bahwa TNI 

fokus pada pengembangan profesionalisme di bidang pertahanan. Dengan kata lain, Pasal 47 adalah 

jantung dari agenda reformasi sektor pertahanan. 

3. Analisis Konstitusionalitas Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI dalam Perspektif 

UUD 1945 

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antara militer dan pemerintahan sipil diatur dalam 

kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional. Konstitusi menempatkan Tentara Nasional 

Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan yang memiliki fungsi utama untuk menjaga 

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari 

berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan 

yang berkaitan dengan penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil harus dianalisis secara 

konstitusional agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 

1945. 

UUD 1945 juga menegaskan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan 

rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam negara demokrasi, kekuasaan 

negara harus dijalankan oleh lembaga-lembaga sipil yang memperoleh legitimasi melalui 

mekanisme demokratis. Oleh karena itu, militer sebagai alat negara di bidang pertahanan tidak boleh 

mendominasi struktur pemerintahan sipil karena hal tersebut dapat mengganggu prinsip demokrasi 

serta keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. 

Apabila perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI dilakukan tanpa adanya pembatasan yang 

jelas, maka terdapat potensi terjadinya pergeseran peran militer dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Kondisi tersebut dapat membuka kembali peluang bagi keterlibatan militer dalam 

kehidupan politik dan pemerintahan sebagaimana pernah terjadi pada masa sebelum reformasi 

melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan perluasan 

jabatan sipil bagi prajurit TNI harus tetap mempertimbangkan semangat reformasi yang 

menekankan profesionalitas militer dan penguatan supremasi sipil. 

Setiap kebijakan yang berpotensi mengubah hubungan antara militer dan pemerintahan sipil 

harus dianalisis secara mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini 
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penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip negara 

hukum, demokrasi, serta supremasi sipil yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Dengan demikian, konstitusi tetap menjadi rujukan utama dalam menilai apakah suatu kebijakan 

dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang konstitusional atau tidak. 

 

SIMPULAN 

 Pengaturan mengenai kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia. Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, TNI ditempatkan 

sebagai alat negara di bidang pertahanan yang harus menjalankan tugasnya secara profesional dan 

berada di bawah kendali pemerintahan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI aktif dalam 

jabatan sipil harus dibatasi dan hanya dapat dilakukan pada jabatan tertentu yang berkaitan langsung 

dengan bidang pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang- 

Undang TNI, agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi sipil, profesionalitas militer, serta 

semangat reformasi yang menekankan pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan fungsi 

Perluasan jabatan sipil bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia harus dianalisis secara hati-

hati dalam perspektif konstitusionalitas dan prinsip negara hukum. Pada dasarnya, Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah memberikan batasan yang 

jelas mengenai jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yaitu hanya pada jabatan 

tertentu yang berkaitan langsung dengan bidang pertahanan dan keamanan negara. Pembatasan 

tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas militer serta memastikan bahwa 

prinsip supremasi sipil tetap terpelihara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, 

setiap kebijakan yang berkaitan dengan perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI harus tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta tidak bertentangan 

dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan kekuasaan sipil sebagai pengendali 

utama terhadap institusi militer. 
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